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I. P-....1 18 ayat (6j Undang-Undaug Dasar Negara 
Kesatuan Rq,ublik lndooesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 teotang 
Pembentukan Pro\<insl Beogkulu (Lcmba,an 
Hcgrua Rcpublik lndoncs'.a tahun 1967 Nomo, 19, 
Tarobahan Lembaran Negara Republik lndOMsia 
Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lcntang 
Sisrem Perencenaan Pembs.ngunan Ks!t:Of'..al 
(Lembaran Negiua Republil< Indonesia Tahun 200! 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 44211; 

DENOAN RAHMAT 'l'\JHAN YANG MAHA £SA 

BUPATI ~BONO, 

bah- untuk melaksana.kan ketentuan Pual SS aya1 (SJ 
Peraturan ~erintab Nomor 21 Tahun 2021 teolang 
Pcnyelenggaraan Penataao Ruang dan menindaklaJuuti 
ke,enruan i'ffllturan Daerah Kabupateo Lebong liomor 
14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilaya.'> 
Kabupateo Lebong Tahun 2012 - 2032, perlu 
menetapl<an l'cralllran Bupati Kabupateo Lebong 
tentang Reocana Detail Tata Ruang Wilaya)I 
l'<:n:ll<;anaa. Lebong Srlatan Tuhun 2025-21N5, p,:rlu 
menetapkan Pcraturan Kepela. Daemh teolaog Rencana 
Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Lebong 
Sela tan. 

PERA'l'\JRAN BUPA,i LEIIONO 
NOMOR 20 TAHUN 2025 

TENTAHO 

RENCAJIA DETAii, TATA RUANO WILAYAH PERENCANAAN 
l.EBOtiO SEl.ATAN TAHUN 2025-2045 

BUPATILEBONG 
PROVINSIBENGKULU 



8. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 
Tahun 2021 Tentang Tentang Pelaksanaan 
Kescsuaian Kegiatan femanfaatan Ruang dan 
Sinlcronisul Program Pemanraaran Rtmng; 

9. Peraturan Montcri ATR/Kepo,la BPI! Nomor 14 
Tahun 2021 Tenmng Pedoman Penyusunan Basis 
Data dan Penyajian Peta Rencana Ta!A Ruang 
Wilayah Provinsi, Kabupa.te.n, dan kota, Sttta Peta 
Rer,cana Detail Tata Ruang Kabupaten{Kota; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlAng 
Pembentulaln Peratwan Perundang-Undanpn 
(Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2011 
Hornor 82, Tambahan Lembanm Negam Republik 
lndones'.a Nomor 5234), oebagaimana telah diubllh 
beberapa kali terakhir denpn Undang·Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tent,u,g Perubahan Kedua 
Alas Undang·Uodang Nomor 12 Tahun 2011 
tenlAna Pembenlukan Peraluran Pmmdana· 
Undangan (Lc,mbanu, Negan, Republik lndoo«ia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lc,mbo.ran 
Neg;,ra Republik lndnneaia Nomor 6398); 

5. Undang·Undang Hornor 23 Tahun 2014 tenrang 
P,,merlntahan Daerah (Lc,mbaran Nep,a Repubtik 
Indonesia Tahun 2014 Hamor 244, Tambahan 
Lc,mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagi,imana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembo.ran N,:gBTR Nomor 6573); 

6. Undang-Unclang Hornor 26 Tahun 2007 tentang 
l'fflataan Ruang (Lc,mbaran Neg,ua Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68~ TambG.ha.n 
Lembo.tan Nep.ra Nomor '472SJ oc~ telah 
diubab deng;u, UU No. 6 Tahun 2023 Tenrang 
Ptnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 
Cipm Kerja Menjadi Undang-undang (Lembalall 
Negara Republik Indonesia Tabun 2023 Hornor 41, 
Tambaban Lembouan Nq;i,.ra Repubtik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. Peraturan Mmteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 
Tahu_n 2021 Te.ntang Pttloman Penyusunan. 
Peninjauan Kr:mbeli, Revisi da.n Pffl.erbita.n 
1'1:nctujuan Subslan&i Rencana Tuta Ruang 
Wilayah Provins!. Kabupaten, Kot.a, dan Rmoana 
Detail Tata Ruang; 



14. Peraturan Mentcri Agraria clan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertaoal>an Nasional Nomor l I Tahun 
2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan 
Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan 
Substansi Rcneana Tata Ruans Wilayah Provins!, 
Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang 
(Berita Negoro Republtk Indonesia Tahun 2021 
Nomor 329); 

15. Peratumn Mentcri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Pelaksanaan Kescsuaian Kegiatan 
Pemanfantan Ruang dan Sinlaonisasi Program 
Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Hamor 330); 

16. Pcraturan Menteri Agrorin dnn TntA Runng/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 
2021 tentang ~oman Penyuaunan Basis Data 
clan PenyaJian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsl, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana 
Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); 

BAGI AN 
HUl<UM 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
B<rbasis Rlsiko (Lembaran Negara Republik 
lndone&.ia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan 
Lc.mbaran Negara Rcpu.blik Indonesia Hornor 
6617); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 
tcntang Penyelengg.ru-aan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2021 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6633); 

JO. Peraturan Menteri AlR/Kepala BPN Nomor 15 
Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan 
Penataan Ruang; 

l I. Pemturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Naalonal 
(l..embaran Neen,a Republlk lndoneaia Tahlln 2008 
Hornor 48, Tambahan Lemooran Negara Republlk 
Indonesia Hornor 4833) acbagalmana tclah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2017 tentang Perubahan ates Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Reneana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia 
Nomor 6042); 



Bagjan Kesaru 
Pengertian 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI l..EBONO TENTANG RENCANA 
DETAIL TATA RUANO WILAYAH PERENCANAAN 
1..EBONO SEI.ATAN TAHUN ~025-2045. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 
Tahun 2012: tent.ang Rcncana Tat.a R'uang Wilayab 
Kabupaten Lebong Tahun 2012·2032 i!.emban>.o 
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 
141; 

19. Pemturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Sadan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Tata cam Penginte.graeian Ka.jian 
Lingkungan Hidup Stra.tegis Dalam Pcnyugunan 
Rencana Tata Ruang (Serita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 391); 

20. Peraturan Mentcri /\graria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Penanahan Nasional Nomor 14 Tabuo 
2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang 
Terbuka Hijau (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 679); 

17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Sadan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Koordinasi Penyclenggaraao 
Penataan Runng (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 327J, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria 
dan Tata Ruo.ng/Kepnla Bado.n Penanahan 
Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Alas Peraturan Menleri Agraria dan Tata 
Ruang/KepnJa Badan Perto.nahan Na•lonal Hornor 
1 S Tahun ~021 Ten tang Koordi.nasi 
Penyc.lenggaman Penataan Ruang (Berita Negara 
RepubUk Indcneete Tnhun 2022 Nomor 530); 

18. Peraturan Menlcri Agrarla dan Tata Ruang/Kcpala 
Badan Penanahan Nru1ional Nomor 21 Tahuo 
2021 lentang Pelaksanaan Pengenda!lan 
Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan 
Ruang (Serita Negara Republik Indonesia Tabun 
2021 Nomor 14841; 

Menet.apkan 



Dalam Pcraturan Bupirti ini yang dimalcaud deng,,n, 
1. Pcmerintah Pusat adalab Preslden Republik lndoocaia yang mcau,gang 

kekuasaan pemerintahan ncgara Republik Indonesia yang dibantu olch 
Walcil Presiden dan Nenterl sebagalmana dlmalcsud dalam Undang· 
Undang D"""' Negitra Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. ~tah Pnmnsi adalab POmerintab Provin..i eengl<ulu. 
3. Pcmerintah Oaerah adaWt kepala daerab oebegai unour penyelenggara 

Pcmerintahan Daerah yang mcmimpin pclaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi k.-.~nangan daerah otoncm. 

4. Oaerah adAlah Kabupaten Lebong. 
5. Bupati adalah Bupatl Lebong. 
6. Ruang adalah wadah sang m<liputl ruang daraL ruang taut, dan ruang 

udara, "'"'1Ullk ruang di cla1am bumi oebagai saru keaatuan wilayah. 
tempa.t manusia dan malchlu.k hidup la.in, rnelakukan keg.iata.n. dan 
memetihva kelangaungan bidupnya. 

1. StrUktur Ruang ad.a.lab sut.unan p\lsa.t-pusat pennukiman clan tistem 
,iarin8l'n prasarana dan sarana yang betfungsi oebo,pi pendukung 
kegiatan eosial ekanoini masyarakat yang occe.ra hicrarlci mcmiliki 
hubungan fungsional. 

8. P,,la Ruang adalah distnousi peruntukan ruang dalatn suaw wilayah 
yang metiputl perunwkan ruang untult fu11gsi lindung dan pcruntukMI 
ruang unwk fungsi budi daya. 

9. P'enataan Ruang adala.b suatu sistem perencanaan tata ru.ang, 
pm,anfaatan ruang. dan pcngeodalian pcmanfaatan ruang. 

10. Tata Ruang adalah wujud suuktur ruang clan pola ruang. 
11. Perencana.an Ta.ta Ruang adalah suatu proses untUJc mien~nrukan 

sttuktur ruang dan pola ""'I1lt yang mdiputi penyusunan dao 
pcnctapen rencana tata rumg. 

12. ""1na•fs•tan Ruang adalah u~ untult mewujudkao •truktur ruang 
dan pola ruang oesual dengan renca= tata ruang melalui penyusunan 
dan pclaksa.naan - beserta pembiayaannya. 

13. Pengendalian Pcm..,,futan Ruang adalah upaya untuk ~-ujudkan 
tertib ta.ta. ruang 

14. ReneanaTata Rua.og ad.al.ah basil perencana.an tala n1ang. 
15. Rencana Tata Ruang Wila.yah Kabupa= yang aclanjUtn}1l disebut 

RTRW K.abu.paten adelah rcncana ta.ta ruang yang beruat WD.\1111 dari 
wilaya.h kabupfu.en, ,art& menp.cu peda. renoana talB ruang wilayah 
na.sional, renama tata ruang pulau(kcpulauan, rcncana tata ru.ang 
kawa.san strat<1)s nasior'.al, dan RTRW Pro¥insi. 

16. RfflCaOa Detail Tata Rul1lg yang selanjutn)1' disingkat ROTR adalah 
rencana aecara tape,inci tentang tata ruang w!layah kabupaten yang 
dilengl<api denp,, pcraturan zon.asi. 

17. Wilayah adalah ruang yang merupakao kesatuao geog,alis beserta .,._ap unsur terlcait yang batas dan sisttmn)'ll ditentukan 
benla.sarlum aspck adminiatratif dan/atau upek !ungsional. 

18. Wilayah Puencanaan adalah bqjan dari kabupatenfkota dan/aiau 
kawasan atrategjs kabupatm/kola yang akan atau perlu c!i,uaun 
RDTR·n.)'11, oeauol a.rahan atau yang ditempkan di dalam RTRW 
Ka.bupaten/Kota yang benoangkutan. 

19. Kecamalan adtlab suatu wi1-yah uija Camat aebagai perangk.at 
O.U,rah Kabupaten dalam penyelengpra.an Pcmerint.ahan Kecamatan .. 

( il~~~~~I\ I 

Pua! I 



20. Kelurahan/Deoa adalah kesatuan Masyaralcat hukum yang memiHlcl 
bat.AA wilaya.h yang berwenang untuk mengatur dRn mengurus urusah 
pemerintahen, kep<ntingan Muyaral<at oetempat --.i 
Prakaraa Maoy&nlka.t, bak aNl uaw. dan/atau halt tradiaional yang 
diakui dan dihonnad dawn sistcm pemerinlahan Negara Keaatuan 
Rcpublik lndonco!a. 

21. Sub Wllayah ~c:anaan yang aelanJutnya dlslngkat SWP &daJah 
bagian darl wllayah pettnCIUl&an yang dibatui denpn bataaan fisil< 
dan terdiri alas beberapa blok. 

22. Blok adalah aebidan1 lahan JtU1& dibetaal aekurang-Jrurangnya oleh 
bala$UI fi!ik )1lll8 nyata eq,,,rtl jatlngan jftlan, sung.ai, .. 1o1can, 
saluran irigui, aaluran udara tegangan euua dnggl, c!an pantal, a.tau 
yang belUm n_yata seperti m,eana jariogan jalan clan ttneana jaringan 
p,aoarana lain yang sejfflis 5e9Uai dengan reneana kota. 

23. Pusat ~- Kota/Kawasan Pffl«>taan (PPK) adalah pu"81 
polayarum ekonomi, &OSial, dan/atau adminiwasi yang melayani 
selwuh wila,ah kota dan/atau regional. 

24. SUb Puaat Pel&yanan Kota/Kawnsan Pvla>taan (SPPK) adalab pusat 
pda.yanan ekonOtni,. ao~ dan/atau administru:i yang rne1.tyani sub 
wilayah kota. 

25. Pusat Ungj<unglUl Kelwahan/lleea (P4 ~luraluut/d- adalah pusat 
pelayanan ekonomi, -ia1 dan/atau adminlstrui p&da lingkunpn 
pcrmukiman kduraban/desa. 

26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yan1 meng)Ulbungkan seeara 
benlaya guna anlara puoat kegjatan nulonal dengan pusat kegiatan 
lokal, antarpusat kegiatan -..ilayah, atau antara pusat kqiatan •ilayah 
dengan pusa, kegiatan lokal. 

27. Jalarl Lcl<al Primer ad•lab jalan yang mengj,ubungkan secant berdaya 
guna puS&t kegiatan nasioM1 dfflgan pusat kegjatan linglamgan, 
pusat k<gjAbln ,.;Jayah dengan pusat kqiia.lan lingkungan, antarpusat 
kegjatan lokal, atau puoat kegiatan lokal dengan pusat lctgiatan 
lingkunll"Jl, aerta antarpusat kei!jatan lingkunpn. 
Jalan Unglrungan Primer adalah jaJaJ, yang menghubung)<an 
antarpusat lcqjawJ di dalam kawasan penlesun dan jalan di dalaJn 
li:nglrungan kawasan perd.es:a.an. 
Jalan Ungl<ungan Sekuoder adalah jalan )"811(! menghubung)w, 
anw-pen,il daJam ka..-a.san perl<otaan. 
Jalarl lchusuo adalah Jalan J0.118 dibangun oleh ins,an,p, badan usaha, 
p<raeOnlDgan, ._.._., kdompok "'83}-arakat untuk kq,entingan aendirl. 
Jembalan adalah jalan yOllg t<rlctak di atas p<rmukaan air dan/atau 
di ai.a.a permukaan tan.ah. 
$aluran Udara Tegangan Tinggi (SUTIJ adalah oaluran tenag;, listrik 
yang menggunakan ka"-at t<lanjang (konduktorj di udara ben~ 
nominal 35 (tiga puluh llmal kV oampal dengan 230 (dua ratus dga 
puluhj kV. 

33. Saluran Udara Tepngan Menengah (SUTMI adalah saluran tenaga 
listrik yang nvnsgunakan ka11·a, telanjallg atau peng),antar di udara 
~ di bawah 35 (tiga puluh lima) kV ... ua1 acandar di bldang 
ketenaplistrilwl. 

34. Saluran Udara Teganpn Rendah (SUTRI adalah aaluran tenaga listrik 
yang menuunalmn kawat (penghantaJI di udara bm,r,.nran di 220 
(dua ratus dua puluh) volt aampal dongan 1.000 (seribul ,·alt =uoi 
olaJldar ell bldang kewug.llislrikan. 

35. Gardu Ullrik yaJcnl ganlu distribusi yang berlunp untuk 
menurun.kan teg,angan primer mcenjadi lf111lnga.B s.ekunder. 

28. 

29. 
~ 30. 

31. 

32. 



36. Jaringan Sttat Optik acl1tah salunu, transmiai atau ocjenis kabel yong 
terbuat dari kaca a.tau plastik yang ...,,gat halus clan lebih 1-il dari 
$Chelal rambut, dan de.pat digunakan w,tuk menuanomiail<an ainyal 
cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. 

37. Telepon Fued Line adatah tdepon yang mengacu pada. link uansmni 
nirkabel mengguoal<au seluler Wltuk meoghubtmgj<an pclanggan di 
lokasi tetap untuk pertUkaran lotal, termasu.k pip,, atau kabel bawah 
laut teldcomunike.sl. 

38. Menara Base 'lmnsceffr Stalion (BTS) adalah eebuah infrastruktur 
tdekomunikasi yang mem!asilitasi komunikaei nirlcabeJ anla.ra piranti 
komuoll<asi clan jaringan Ol)fflllor. 

39. Jarinp.n lrigasi Primer odalah begian dari jaringan irigui yang terdiri 
at.as bancunan utsma, saluran induk atau primer, oaluran 
pembuR.f'lga.nnya, bangunan bA.gj, bang;unan h!gi-sadap, bengunan 
sadap, clan be.ngtm&n pclengkapnya. 

40. Ja.rlnaan [rip.al Sekundtt adalah bagian dari ja.ringan irigasi yang 
ten:tiri a.ta.a satu.ra.n sekunder, aaluran pem bua.n.gannya, bana.un,an 
bag;, banguna.n begH&dap, bangunan aadap, clan banguna.n 
pc!cngkapnya. 

41. Bangunan l'fflgmdalian Banjir adalah bangunan yang dapat 
mempcrlambat v;al<tu liba banjir clan menunmka.n besam.ra debit 
banjir. 

42. Jaringan 1nmsmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan Wltuk 
pcn_gambilan air minum. tennaSUk pipa atau kabel ba"'-ah taut air 
min um_ 

43. Jaringan Distnl>usi Pcmhaai adalah pipa yang diguoakan untuk 
pcngaliran air minum dari bangunan pcnampungan sampai unit 
pclaya.nan. 

44. Hidnu, Umum adalah Unit pelayarum 88l8Jtl air minum perpipaan 
yang digunakan untuk meng;uubil air minum langoung old> 
mas,arakal. 

45. Hidnu> Kt:bekatan adalah Al&t yang diJenakapi dengan oelang clan 
muJut pa.nca.r (noalet untuk mr:ngalirkan air bertekaean yang 
digunakan bagj keperluan pemadaman kel,.,Jca""'. 

46. lnfruttwctur Si-m Pfflgelolun Afr Umbah Non Dcmrstik aclalah 
sarana yang digunaka.n dala:m ac:rangkti1n lcegia.tan pengdob,tn air 
limbahnondomestik. 

47. JPAL Skala Kawa-aan Tef'tentu/Pcrmulri:man adaJA.b IPAL u.nwk 
cakupan pdayanan skala pennukiman atau &kala Kawaaan tenentu. 

48. Sistrm Pmgdolaan Umbah Bahan Besbah•.)'8 dan Bcracun (83) aclalah 
saw lcnawan sarana clan prau.rana ~ timbah Bahan 
&rbahaya clan S.racun (BJj. 

49. Tempat Pmampunpn Sementara (l'PS) adalah tempat ..,belum 
sampah clianglrut ke tempal pendawan ulang, peogotaban da.n/atau 
tempat peogolahao sampah wpedu. 

SO. Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, geu ... Recycle (l'PS3RJ adateb 
tffltpat diJ.alcaanakannya kegja1&n pcngumpulan. pemilahan, 
pcnggunaan ulang, dan pcndauran ulang skala kawasan. 

51. Jaring;ln Draina .. Primer aclalah jarinpn unwk menampw,g dan 
mengalirlcan air lebih dari aaluran drainaae aekunder dan 
menyalurkan ke baden airpenerima.. 

52. Jaringan Drainue Sekunder adalah j,uingan untuk menampuq air 
dari s.aluran drainav teraier <Ian me.mbuang air t~t ~ jaringa.n 
draJnue primer. 
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53. -Jaringan Otainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari 
saluran penangkap dan menyslurkannya ke jaringan drainase 
eekunder. 

54. JaJur Evakua.ai .Bencana adaJah jalur penye.lamatan yang didesain 
khusus denga.n menghubungkan ecmua area ke aren yang am.an 
seba.ga.i titik kumpul penduduk a.tau masyarakat yang sedang berada 
di wilayah tm,ebut. 

55. Titik Kumpul adalah Tempol yang dlgunakan bag! pengguna bangunan 
gedung dan pengunjung bangunan ge<lung untuk bcrkumpul &etelah 
proses evakuui. 

56. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi 
pengungsi yang dapal ber1\mpi sebagai tempat hunlan sementara saat 
terjadi bencana alam geologi yangjuga b<rfungsi sebaga! poo informasi 
beneana. 

57. Tempat Evakuru,i Aknir adalah lempat berkumpul akhir bagi 
pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunlan sementara oaat 
terjadi bencana alam geologi yangjuga berfungsi aebagal poa informasi 
bencana. 

58. Jalur Sepeda adalah jalur khusus yang diperuntukan untuk lalu lintas 
penguna sepeda dan kendaraa.n yang tidak bermeein terpisah d.ari 
lalu li.ntaa kendaraan bermctcr untuk menlngkatkart kieulama.ta.n lalu 
Iintae penggunn tepeda. 

59. Jaringan Pcjalan Kaki adalah ruang yang d.igunakan untuk berjalan 
kAJd atau berkurei roda bagj penya.nd.Mg disabfiltas eeeara mandhi 
clan dirancang berdasarkan kcbutuhan orang untuk bergerak aman, 
mudeh, nyaman dan tanpa hasnbatan. 

60. Tanggul PenallJlJl i-ongsor aclalah bangunan pematang beear di tepi 
Hungaj dan/ata.u Jpi.nn)'a yang bensifl,,t mengikat atau meoahao massa 
tanah yang ~rgerak. 

61. Zona adalab kawasan atau area yang memiliki fungsi atau 
karakteristik apesifik. 

62. Sub-zona adaJah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan 
karakteriatik tertentu yang merupakan pendetailan dari rungsi <Ian 
karakteriatik pada eona yang bersangkutan, 

63. Zona Llndung ad.alah zona yang dltetapkan dengan fungsi utama 
melinduogi kelestarian tingkungan hidup yang mencakup aumber daya 
alam, sumber daya buatan don nilai sejarah ser1a budaya bangsa guna 
kepeotiogan pembangunan bcrkelanjutan. 

64. Zona Budi D~a adalah zona yang ditetapka.n dengan fungsi utamtt 
untu.k dibudidayakan ataa dasar kondiai dan potensi sumber daya 
alam, sumber d.nya manursia don sumber dnya buaten. 

65. Zona Sadan Air (BA) adalah air permukru,n bumi yang bcrupQ aung,,i,, 
danau, embu.ng, waduk, dan acbagainya. 

66. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntuld«m 
bagi kegiatan pcmanfaatan lahan yang mcnjunjung tinggi nilai--nilai 
luh.ur daJam tata keb.kJupan ITUlt:syonl..k.llt u11tuk mclindungi dan 
meng,elola Ungk:ungan hidup sec:ara lest.ari, serta. dapat n,ertjaga 
kelcswian Jumlah, kual!ta• penyedlaan mta alr, kelancaran, 
ketertfban pengaturan., dan pe.manf.aatan air dari sumber-sumbcr air. 
Termaauk di dalamnya kawasan kearifan iokal dan sempadan yang 
bcrfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, 
sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, eerta kawasan 
lainnya yang memilild fungsi perlindungnn ""tempat. 



67. Sub-zona Taman Kota (RTH·21 odalah lahan terbuka yang bcnungol 
8C$8.l dan ...-1< acb«pj sarana kqpatan ttlaeatil', edukui atau 
kegjatan lain yang diwjukan untuk melayani peoduduk satu kota atau 
hajpaP wilayah kota. 

68. Sub Zona 1'amaJ> RW (RTH-5) ada.lah tamart yang ditujuluu, untuk 
melayani penduduk dslsm lingkup I (satu) RW, khususnya untuk 
melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebuL 

69. Sulnooa Taman RT (RTH-6) adalah taman yang diwjukan untuk 
mehlyanl pendUduk dalam lingkup I (salu) RT, kbususnya untuk 
rr.elayani kepaw> so!!lal di lingkungan RT tersebuL 

70. Sub-mna ~ (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau 
yang betfun&Si utama oel,qi,i tempat penguburan jenazah. Selain itu 
jug.a dapat berfunpi aebegai daemh resapan air, t.empat pertumbuhan 
berl>api jenis ,-.getasi. pencipta ildlm milcro oena tempat hidup 
burung aerta fungsi &OSia..l masyarakat disckitar sepertl beristirahat 
clan~ aumbe, pendapatan. 

71. Sub-zona Jalur Hljau (RTH-8) adalahjalu, penempaw, tanaman oerta 
demen lanaekap lainnya yang terietak di dalam .uang milik jalall 
(rumija) maupun di <lalam ruang penpwasan jalan (ruwasja). 

n. Zona Konservasi (KSI Cap, Alam (CAI adalah Cl9"'1lh m1aka alam yang 
kattna keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis 
tumbuhan dan/atau keanekara~ twnbuhan besena gejala alam 
dan ekosistemnya yang memedukan upaya perlindungan dan 
pelestarien agar keberadaan dan perkembangannya dapet berlangsung 
secaraalami. 

73. Zona Sadan Jalan (BJ) adalah bapln jalsn yang berada di antara kisi· 
lciai ja)an clan muupokan laju. utama yang mdiputi jalur lalu linyas 
dan b<thu ja)an. 

74. Sub-zona Tanarnan Pong;;u, (P-1) adalah perantukan ruang yang 
merupalcan bagian dari kawuan budidaya buupa kawasan lahan 
ba&ab untu.k p:manfaetan clan pengembangan tanaman plllpn. 

75. SUI>-"""' Honikulwm (P-21 ad4Jah peruntukAn ruru,g l4hnn kering 
potmaial untuk pemanfaatan dan pengcm~ tanaman 
honikultura aecara monokukur maupun tumpang 6811.. 

76. Sub-zona Peri<ebuJ,..., (P-3) adalah penmtukan '°""& yang memihl<i 
pntfflSi untuk dfmanfaatkan dan dikembangµn baik pada lahan 
basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan . 

77. Zona l'mlaman Budi Daya (IK·2) adalah peruntukan ruang yang 
ditetaplcan dengan fungsi utama untuk budi daya iksn atas da.sar 
potensi sumber <laya alam, somber daya DW1Usia, dan kondisi 
lingkungan aena kondisi prasarana sarana umum yani ada. 

78. Zona Pa.riwisa.ta (W) adtdah peruntukan ruang yang memilild fongsi 
utama pa.ri'Ni.sata ara.u memtlild pounsi untult pengembangan 
pariwisata bail< alam, buatan, maupun budaya. 

79. Sub-= """1ambangan Panas Bumi (PSI ada!ah P,,n,ntukan ruang 
de-ngan sum.her ntergi panas ye.ng tertca.ndung di dalam air pan.as, uap 
air, &crU be.tua.n bcTSama mineral ilcutan dan gas lainnya yang &eeam 
genetik tidak daplll dipiaahkan dalam a:u.atu aistt:m pa.nas bu.mi. 

80. Zona l'mlbangkit Tenaga Ustrik a<lalab pe,untukan ruang yang 
mendukung kegjatan memproduksi tenaga listrik.. 

81. Su'b-zona P,,rumahan Kepedatan Tingg! (R-2) adalah pe,untukan 
ruang yang dHungsikan untuk tempat llnggal au,u hunian dengan 
~rbandingan yang besa.r antarajumlah bangunan ruma.b deng.an luas 
lahan. 

• 

• 



82. Su- l'erumahan Kep,daian Se<lang (R-3) ada.lah peruntukan 
ruang yang merupakan bagjan dari kAwasan budidaya yang 
difUngsilcan untuk tempat tinggal atau bunian denpn perbandinpn 
)"811& bampir oeimbang antara jumlah bangunon rumah dengan luas 
lahan. 

83. Sul»:rona l'erumaban Kepadatan Rendab (R-4) adalah peruntulalo 
ruang yang merupalw, bagjan dari kawuan budicbya yang 
difungsikan untuk t.mpat tlngpl atau bunian dengan perbandinpn 
yang k<cil anlanljumlab bangunan rumah denpn luu lahan. 

84. Sul»zona SanlnA l'l,la_yanan Umum Skala Kola (SPU· 1) adalah 
peruntukan ruang yang merupal<an bagian dari ka- b<ldi daya 
yang dikembangkan untuk melayanl peduduk okala kota. 

85. Sul>-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Ke<:amatan (SPU·2) adalab 
peruntukan ruang yang maupal<an begian dari kawaaan budi daya 
)1lll& dikembang)<an untuk melayanl peduduk sl<ala k«amatan. 

86. Sul»zona Sanna l'elayanan Umum Skala Kelurahan (SPIJ.3) adalah 
perunwkan ruang yang merupakao bagian dari ka..-asan bu<li daya 
yang dikembaogl<an untuk melayani peduduk 8kala kelurahan. 

87. Sul»zooa Samna Pela)'S.llao Umum Skala RW (SPU-4) adalab 
peruntukan ruang yang merupakan begian dari ka..-a.an budi daya 
yang dikembangkan untuk melayani penduduk okala RW. 

88. Zooa Ruar,g Tttbuka Non Hijau (RTNH) acWab ruang terbuka di 
bagian "'ilayah perkotaao yang tidal< termasuk da!aJn kategari RTH, 
bttupa lahan yangdiperi<eras. 

89. SUl>-,ona P..-dagangan dan Ja.sa Skala Koca (K· I) odalah peruntuks.n 
Nang yang merupakan bagian dari k:a\l"UaJI budidaya yang 
difungoikan untuk pengernbangan kdompok kcgjaw, perd_.,.,.., 
da.11/at&u jese, tcmpat bekerje, tcmpat berusaha. tt:mpa.t hiburan dan 
rekrcaoi <kogan skalA pelayanan kola. 

90. Sub-.oo.a Pcnlapnpn dao Jasa Skala WP (K·2) adalab peruntukan 
ruang yang merupakan bagian dari ka-.an budiclaya yang 
difimg,;ilam untult pengembangan kelompok kegiatan perdagangao 
dan/atau jasa, uempat he.kerja. tempat beru.:saha, tempat htl>u.ran clan 
ttkreasi <Ieng.an skala pelayanan WP. 

91. Sub-eona Pml- clan Jasa Skala SWP (K·3) adalah p<runtul:an 
ruang yang merupekan bapn dari kawasan budidaya yang 
difungsikan untuk pengemba.npn kelompok kegiatan perdagangan 
dao/alau jasa, tempat hekerja, tempat berusaha, tempal hiburan dan 
rekreasi dcngan okala pela)-anan SWP. 

92. Sut>-rona Crunp0mr, (C.2) adalah l'Huntukan ruang yang tenliri atas 
ca.mpu.ra.n hunian da.n non hunian deng;an intensitas pemanfaatan 
rumg/kepadatan zona terwngur, sedang. Apabila lidak ada 
keterbata1an daya dukung linglcunsan dan kem1.tu80 nilai S06ial 
budaya ad.em.pa! maka KDB kawasan campuran inte:naita, mervngah 
maksimum 70%dan kctinggi.an 1-ngunan 3 aa.mpai S lantai. 

93. Zona Pntabanan clan Keamanan (HK) adalab peruntukao ruana yang 
dlkemban&)can umu.k menjamm keglatan dan pcmgembangiu) bidang 
penahanan dan keatnana.n 1epeni insta!ul pertabwuln da:, 
keamanan, termasuk tern.pat ladha.n, kodam. korem. konunil, dan 
oebagainya. 

94. Sul»:oca l'Huntukan Lainnya (Pl,61 ~rgudanpn adalab peruntukan 
ruang untuk mdalrul<an proaea penyimpanan, pemetiharaan, 
Pergudangan PP Pi,6 pemindabao barang. 

95. Peraturan Z.Onasi adalab l<etentuan yang menp.tur teotang 
pen,yaiatan pemanfaatan ruang clan keteotuan pengenclaliannya clan 



disusun untuk sedap blok atau zona pttUntukan yang penetapan 
zonanya dalam rencana detail tata ruang. 

96. Kese .. wan Kegiatan Pvnanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian 
an.tara re:nc;ana. kegiatan pemanf:aatan niang dengan re.ncana ta.ta 
ruang.. 

97. Koofirmasi KKPR adaJQh dokumen yang mcnyata.kan keses.uaia.n 
antara rencana ktgiatan P,,manfaatast Ruang dengan ROTR. 

98. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang 
berisi ktgiatan dan pecnggunaan lahan yang benyarat aecara terbatas, 
kegiatan dan penggunaan lahan yang beniyarat tertentu, dan ktgiatan 
dan penggunaan lahan yang tidak diperbo!ehkan pada zona lindung 
maupun iona budi daya. 

99. Kf!tentuan lnten.sitas Pemanfaatan Ruang adalah ke:tentuan ~i.s 
tentang ktpadatan zona terbengun yang dipenyaratkan pada zona 
tersebut dan diukur rnc:lalui kocfislen dasar bangunan, kotfisien lanrai 
bangunan, dan koelisien datrah bijau bail< di at.as maupun di bawah 
pem,ukaan tanah. 

100. Ketentuan Tata Bangunan adalab keteotuan yang mengatur bentuk, 
besaran, peletakan, dan tarnpi)an bangunan pada suaru zona untuk 
menjaga keselamatan dan keamanan bangunan. 

101. Ketentuan Khusus a<Wah ketenruanyan& rnengatur pemanfaatan zona 
yang memiliki fungsi kbusu$ dan dibutalcukan kete:ntuan khu.sus 
sesuai dens;m kamkteriotik ,ona dan kegiatrumya. 

102. Kocfisicn Dasar Bangunan yang selanjutnya di$ingkat KDB adalah 
angl<a ponscntase perbanding,.n antara luas sel.uruh lantai dasar 
bangunan gedung dan luas Jahan/tanah pe,petalcan/daerab 
perencanaao yang dikuasai sesuai rencana tata ruang. 

103. Kotfisien De.sar Hijau yang selanjutoya disiogkat KOH adalah angka 
perseotase perbandingan antara !uas se!urub ruang terbuka di luar 
bangunan ge<lung yang diperuntukkan bogi permmanan/pecnghijauan 
dan Juas tanah perpetakan/daerah perencanaan >'an& dilcuasai sesuai 
rencana ta.ta ruang. 

104. Ko..fisien lantai Bangunan yang selanjutnya disingl<at KLB adalah 
angka ponscntase peri,o.ndingnn """"" luas seluruh lantai bangunan 
gedung dan luas tanah pcrpctakan/d.acrah perencan.aan yang d.ikuasai 
sesuai rcncana ta.ta ruan:g. 

105. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adaJah 
angka persentase tuas tapak bangunan yang dlhltung dari proyeksi 
dinding terluar bangunan di bowah pennukamt tanah terhadap luas 
perpetakan atau lahan pereneanaan yang dikuasai sesual RTR. ROT'R, 
dan PZ serta mempertiml.,ngkan KOH minimum. 

106. Lua.s ka,·eling minimum adalah luas kavling minimum pada mna 
perumahan yang disepakati oleh pem,rintah da•rah kabupe.ten dengan 
kant« pe<Unahan. 

107. Kctinggj.an Bangunan Mal<aimum yang aelanjutn_ya dis.ingkat TB 
Malawnum adalah tinl!l!i makaimum bangunan g<duaa 7ang diiz!nkan 
pada lokasi tenenru dan diukur dari jamk rnal<Slmum puncak atap 
bangunan terhadap (p,,rmukaan) tanah yang dll1)1ltakan dalam satuan 
meter. 

108. Oaris Sempe.dan Bangunan Minimum yang selaajutoya disingkat OSB 
Minimum ada!ah jarak minimum antara garil pagar tethad8p dinding 
b<u,gunan tenlepan yang dite<apkan denpn mempertlmbanck,an 
ke.selamatan, reailco kebakaran. kesehatan. kenyamana.n. dan estetika.. 

109. Jarak Bebaa Samping Minimum yang 801anjUtnya disinglcat JBS 
Minimum adalah jarak bebas sampmg minimum antara bataa peta 
ownping terbadap dinding bangunan terdtkaL 



110.Jarak Bebas Belakang Minimum yang se!anjutnya disingkat JBB 
Minimum adalah jarak bebas belakang minimum antara garis batas 
petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang. 

t 11. Utilit.as Perkotaan adalah kclcngkapa.n mcUputi ketersediaan dan akses 
wa.rga kota terhadap energi kelietrikan, energi baru dan teebarukan, air 
baku dan air berslh, air limbah, perearopahan, U:mba.h 93, dan 
dralnase air kotor. 

112. Prasarana l.lngkungan edalah kelengkapan meliputl kemudahan akses 
pemadan kebakaran, ketersediaan seranu persampahan dan 
pembuengan limbah, serta penyediaan tahen parkir. 

113. Ruang Terbuka Non Hijau adalah area berupa lahan yang diperkeras 
yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi 
permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan. 

l 14. Saluran lrigasi Teknia adalah pengairan yang aimya biaa diatur da.n 
diukur. 

1 IS. L.ahan Pcrtanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang la.hen 
pertanian yang dltetapkan unurk dilindungl dan dikembangkan secsra 
konsisten guna mcnghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, 
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

t 16. Kawasan Rawan Bencana adalah kawnsan deogan kondisi atau 
karakteristik gcologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, 
soslal, budaya, politik, ekooorni, dan l<knologi pada suatu wilayah 
untuk jangka waktu tertentu yang mcngurangi kemampuan mencegah, 
meredam, mencapni keeiapan, dun mengurangi kemempuen untuk 
rneno.nggo.pi dampak buruk bctltnya tertentu. 

I 17. Ka.wasan Sempadan adalah kawasan deng.anja.tak tertentu dari pantai, 
sungal, suu atau danau atau em bung atau waduk, mata air, dan pipa 
atau kabel bawah laut yang mcmpunyai manfaat penling untuk 
mempertahankan kelestarian Iungsi. 

118. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengae 
pelaksanaan penerapan Pe:raturan Bupati ini. 

119. lnsentif adalah pemngknt atau upaya untuk memberikan imbalan 
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan de.ngan rencana tata 
nJMS~ 

120. Disinscntif adala.h perangkat atau upaya ontuk meneegah, membata.si 
pertumbuhan atau mongurangi kegiatan yang tidak sejaJa:n de.ngan 
rcncana tat.a ruang. 

121. Ketcntuan Pembcrian lnscntif dan Disinsentil mcrupakan .kctcntuan 
yang memberi.kan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang 
sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif 
bag! masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan 
pernanfaatan ruang yang tidak sejolnn dengan rencana tata ruang dan 
memberikan dampak negatif bagi masyarakat, 

122. Orang adalab orang perseorangan danj'atau korpcrasi, 
123. Masyarakat adalah orang peraeerartgan, ke.lompok o.m.ng termasuk 

masyarakat hukum adat, korponu1f, da.n/&.tau pemn.ngku kepentingan 
non pemerintah la.in dalllm penyolongganum peoolaa.n rua.ns, 

124. Petan Ma.sya.rnko1 adnlnh pnrtlsipnei P.ktif masyamkat do.lam 
perenca.naan tat.a ruang, pemanfaaum ruang, dlln pen.genda.lian 
pemanfaatan ruang. 

125. Forum Penataan Ruong adnlllh wndoh di tlngkat pusnt dan daerah 
yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat den Pemerintah 
Daerab dengan mcmberikan pertlmbangan dalam Pe,iyelcnggaraan 
Penataan Ruang. 



5) 

4) 

3) 

2) 

Ruang lingkup ruang Wilnyah Perencanaan Lebong Selatan 
bcn.la&ttkan aspek administratif dengan Juas kumng lebih 6.775,38 
(enam ribu tujub rarus tujuh puluh lima koma tiga delapsn) hoktare, 
seeara geograflll terletak antara 02"65'-03 6' LS dan 101'- 102' BT 
beserta ruang udarn di atasnya dan ruang di daJam bumi. 
Batas wilayah perencanaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) antara lain: 
a sebelah utara berbatasan dengan Kccamatan Bingin Kuning dan 

Taman Wl$ata Alam; 
b. sebelah selatan berbatasan dengan Oanau Liang dan Hutan 

Undung; 
c. sebelah timur berbatasan dengan Tamrut Wisaro. Alam; da.n 
d. sebelah barat berbataoan dengan Hutan Lindung. 
Ddineasi RDTR Wijayah Pcrcncanaan Lebong Selatan oebagaimalla 
dimaksud pada ayat(2) meliputi: 
a. sebagian wilayah Kecamata.n Blngin Kuning yaitu Desa Ka.rang 

Dapo Atas. Karang Dapo Bawah dan Pungguk Pedaro dengan luas 
lebih kurang 203, 16 (Dua ratus tlga koma satu enam) hektare; dan 

b. sebagfan wflayll.h Kecamatan Lebong Selatan yaitu Kelurahan Tes. 
Kelurahan Turan Lalang, Kelumhnn Mubai, Kelumhan Taba Aeyer, 
Desa Tik Jeniak, Desa Toran Tiging, Desa Manai Blau, Desa 
Mangkurajo dan Desa Kutal Donok dengan luas lebih kurang 
6.572,22 (enam rabu lima ratus delapan puluh satu koma empat 
dua) hektare; 

WP Lebong Selatan eebagaimana dlmakeud poda !IY"I (31 dibagi 
menjadl 3 (Tigal SWJ' mellputi: 
a. SWP A seluat 1990,71 (Seribu sembllan ralU$ sembllan puluh 

koma tujuh aatuj Hektare; 
b. SWP B eeluas 2.354,76 (Dua ribu tiga ratua llma pulllh empat 

koma tujuh enam) hektare; dan 
c, SWP C seluaa 2.429,91 (Dua ribu empat ratua dua puluh sembilan 

koma Sembilan eatu) hektare. 
Delineaai WP, SWP, dan Blok diga.mbarkan dalam peta dengan tingkat 
ketcJ.itia.n aka.le 1 :5.000 &ebngo.imana te-.rcantum dalam lampiro.n J 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalrun Perntumn Bupati ini. 

I) 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Rua.ng Linglrup Wilayah Perencanaan 

Ruang Ungkup Perotumn Bu~ti ini maliputi: 
a. Tujuan pena.taan WPi 
b. Rencana atruktur ruang; 
c. Rencana pola ruang; 
d. Ketentuan peman(ataan ruang• 
e. Peraturan zonasi; dan 
r. Kelembagi,an. 

Bagian Kesat» 
Ruang Lingkup Pcmturan Bupati 

Pasal 2 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

L 



Bagjan Kcdua 
Rcnt:ana Pmgembangan Pusat Pelayanan 

Pasal6 

)J Reocana pengembanpn pusat pebl)'anan sebapimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (I) hurur a, meliputi: 
a. Puoat -yanan Kota/Kawasan Perko<aan (PPIQ: 
b. Sub Puoat Pelayanan Kota/Kawnsan Perkotaan (SPPK); clan 
e. Pusat Pet,,yanan Ungkungan (PPl.j. 

2) Pusat Pelayanan Kota/l<Jlwasan PerkOlaan (PPl(l sebagaimana 
dimaksud pa4a &yat (II huruf a yaitu PPK TES yang tetdapat di SWP 
I.B pada Blok J.B. I; 

31 Sub Pusat Pelayanan Kota/Ka,.asan Petkotaan (SPPIQ lebapjmana 
dimaksud pada ayat (II huruf b meliputl: 
a. SPPK TES yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2. 
b. SPPK Mubalyang tenlapat di SWP 1.B pada Blok I.B.l. 
e, SPPK Tilt Jeniak yang tenlapat di SWP LB pa.da Blok l.B. I. 
d. SPPK Karang Oapo Bawah yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A. I 

dan 
e. SPPK Mang)<urajo yang tmlapat di SWP I.C pada Blok 1.C. I. 

1) Renauia Siruktur Ruang tenliri awe 
a. rencana peng,,mbangan pusat polayanan; 
b. rencana jaring,m transportasi; 
c. renama jaringan c.nergi; 
d. rencanajaringan telckomunika-si; 
e. rencana jaringa.n $Umber daya air; 
L rencanajarinpn alr minum; 
g. reneana pengelolaan air limball dan pengdolaan limbab bahan 

b<rbahaya dan beracun (B3); 
h. rencana jarinpn persampahan; 
i rencana jaringan drainase; dan 
j. rencana jarinpn prasarana lainnya. 

2) Rencana Struktur Ruang dengan ketelitian g<!Omctri dan ketelitian 
detail informas:i slcala I :S.000 sebagaimana ttteanrum dalam Lampiran 
n yang merupakan bagian tidalc ,,rpisahkan dari Pttaturan Bui-ti ini. 

PasaJ 5 

Bawan xesaru Umum 

BABIV 
RENCANA STRUKTI.JR RUANO 

PasaJ 4 

1\tjuan penaiaan ruanc V.ilayah Perencanaan Lebong Selalan adalah 
oebap.i slmpul kegiatan pen,lconomian mela.lui p,,ngembanpn wisata alatn, 
pertanian berkelanjutan dan pongelolaan sumbtt •Dttli terbarukan. 

BABU! 
TUJ1JAN PENATMN WILAYAH PERENCANMN 



I) Rencana jaringan tmnsportasi sebagaimana diroakoud dalaln Pasal S 
burur b rocliputi. ttncanajarin&nn tranepertasi dataL 
a. jalan kolcktor primtt; 
b. jalan lokaJ primer, 
c. jalan linsJ<ungan primtt; 
cl. jalan linsJ<ungan sekunder, 
e, jalan khusus; clan 
r. jcmbatan. 

2) Jalan kolektor primer acbagaimana dimaksud pada ayat (2) hurur a. 
melalul Jalan Air Dingin·Muara Aman melalui: 
a. SWP LA peda Blok I.A. I clan IA:2; dan 
b. SWP I.B pada Blok 1.8.1 

3j Jalan lokal primer scbagaimana dirnaksud pada a)'Bt (2) buruf b, 
mclalui: 
a. SWP I.A pada Blok LA.2; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan 
c. SWP LC pada Blok LC.I 

4) Jalan lingkungan primer sel,e,gaimana dimaksud pada ayat (2) buruf e, 
melalU.C 
a. SWP I.A pada Blok I.A. I dan I.A.2; 
b. SWP I.B pada Blok I.B. I dan I.B.2; clan 
c. SWP I.C pada Blok 1.C. I dan LC.2. 

S) Jaw, llng)wngan oekunder ~ dimak.ud padA a.rat (2) buruf 
d, melalui: 
a. SWP 1.B Blok 1.8.1 clan 1.B.2; dan 
b. SWP I.C Blok I.C. l. 

61 Jalan khuaua acbagaimana d!maksud pada ayat (2) humr e, melalui: 
a. SWP LB Blok 1.8.1 dan I.B.2; dan 
b. SWP I.C Blok I.C. I. 

7) Jembatan aehapimana dimaksud pada a_yat (I) hurur b, ten!apat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A. I dan I.A.2; 
b. SWP I.B pada Blok J.B. I dan I.B.2; dan 
c. SWP 1.C pada Blok I.C. I dan I.C.2. 

8) Jaringan IJ'BnsportUI dipmbarkan clalam pet.a denpn tlng)<at 
ketelit:ia.n 1:.5.000 eebegaimana tc:rcantum d1l1m La.mp.ira.n IV yang 
merupakan bagian ddal< terpiAhksn dari P,,n,turan BuJ>l'ti ini. 

Be:gian Ketiga 
Rencana Jarinp.n Transporta.oi 

Pasal 7 

4) Pusat Pusat Polayanan Ung)wngan (PP4 berupa Pusat Ling)wngan 
Kehuaban/Dosa sebagaimana dimaksud poda ayal (I) hurur e lttdapat 
di; 
a. SWP I.A pada Blok I.A. I dan LA.2; 
b. SWP LB pada Blok 1.8.1 dan 1.8.2; dan 
c, SWP 1.C pada Blok I.C. I dan 1.C.2. 

S) Rencana ~ pusat J)<layanan digambarkan dalam l)<tA 
ttncana .,.._,.bar,p.n puaat pelayanan denpn ketditian skala 
I :S.000 ~mana terclUltllm dalam lampiran Ill yang merupakan 
bogian tidak terpisahl<an dari P,,raturan Bupali ini. 



( 11 gencene jaringan telekomunikasi sebagalmana dima'ksud dalam Pas.al S 
ayat (I) huruf d, meliputi: 
e. jaringan temp; dan 
b. jaringan bergerak seluler. 

{21 Jaringan tetap sebegalrnana dlmak•ud pada !\)'at (II hurur a berupa 
jaringan oerat optlk yang melalul: 
a. SWP I.A pada Blok I.A. I dan I.A.2; 
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dnn 1.B.2; 
c. SWP l.C pada Blok J.C. I 

(31 Jaringan bergerak setuler aebagaimana dimakaud pada ayat ( I) huruf b 
berupa Mcna.ra Ba.$e 1mn.soeiuer Station (BTS), terdapat di SWP 1.8 pada 
Blok 1.B.2 

Pasal9 

Bagian Kelima 
Rencana Jaringan Telekomunikasi 

(I) Rencanajaringan energi sebageimana dimakaud dalam Paaal S ayat (I) 
huruf e, tcrdlri darl: 
a. aaluran udam tcgangan tinggi (SUTT); 
b. saluran udara legangan menengah (SUTMJ; 
c. saluran udara tegangan rendah {SUTR); 
d. gardu Ustrik; 
e. pembangldt Ustrik tenaga air (PLTA); dan 
r. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). 

{2) Saluran Udara Tcgangan Tinggi {SUTI) scbagaimana dimaksud pada 
ayat (II buruf melalui: 
a. SWP I.A pada Blok I.A. I dan I.A.2; 
b. SWP l.B pe.da Blok l.B. I 

(3) Saluran Udam Tegangan Monongah (SUTM) oebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) burur b melalui: 
a SWP I.A pada Blok I.A. I den l.A.2; 
b. SWP 1.8 pada Blok 1.8. t 

(4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTRI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (II hurufb melalui: 
a. SWP I.A pada Blok l.A.2; 
b. SWP l.B pada Blok I.B.1 dan l.B.2; 
e, SWP l.C pada Blok l.C. I. 

(S) Oardu listn"k oebagai.mana dimaksud pada ayat ( I) buruf d berupa 
gardu induk, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan 
b. SWP 1.B pada Blok 1.B. I. 

(6) Pembangldt Listrlk Tenaga Afr (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat 
{I I huruf e terdapat di SWP I.A pada Blok I.A. I dan 1.A.2. 

(7) Pcmbangklt Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf f terdapat di SWP l.B Blok 1.B.l dan I.B.2. 

(8) Reocana pengembangan jaringan energi digambarkan dabun peta 
rencana pengembangan jaringan energi dengan ketelitian akala I :5.000 
sebagaimana tercantun, dalam Lampirnn V yang merupakan baglan 
tid.a.k t.trpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

Bagian Keempat 
Rencana Jaringan Energi 



(II Rencanajaringan air minum sebagaJmana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat 
( 11 hur\lf f merupakan unit dl&trlbuai. 

(2) Un.it distrlbusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I} terdiri dari: 
a. jaringan distnl>usi pembagi: dan 
b. jaringan transmisi air minum. 

(31 Jaringan distribuoi pembagj sebagaimana dimaksud pada ayat (31 huruf 
a, terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I./\. I clan 1.A.2; 
b. SWP 1.8 pada Blok i.a, I. 

(4) Janngan transmisl aJr mlnum sebagalmana dlmaksud pada ayat 13) 
hurufb, terdapa! di SWP I.A Blok l.A.2 

Pasal 11 

Ba.gian Kctujuh 
Rencene Jaringa.n Air ~Unum 

(l) Reneanajaringan sumber dayn air sebagaima.na ctlmakaud dalam Pa.sat 
5 ayat (I) huruf e, tcrdiri dari: 
a. sistcm jaringan itigasi; 
b. sistem pengendalian banjir; da.n 
e. bangunan sumbcrdaya air. 

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
tcrdiri dart 
a. Jaringan irigasi primer terdapat di; 

1) SWP I.A pada Blok I.A. I dan 1.A.2: dan 
2) SWP I.B pada Blok 1.B. I 

b. Jaringan irigasi sekunder terdapat di; 
l} SWP I.A pada Blok I.A. I dan 1.A.2; dan 
21 SWP l.B pada Blok 1.8.1 dan I.B.2. 

(3) Sist.em pengendallan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) buruf 
b berupa jaringan pengendalian banjir terdapat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A. I dan IA.2; 
b. SWP l.B pada Blok I.B. I dan l.B.2; dan 
c. SWP l.C pacla Blok I.C. l dan I.C.2. 

(4) Bangunan somber daya air .. bagaimana dimaksud pada ayat (II huruf 
c adalah prasarnna irigaal yang terdn.pat di: 
a. SWP I.A pada Blok I.A.I dan I.A.2; dan 
b. SWP 1.8 pada Blok l.B. l dan I.B.2; 

(5) Rcncana pcngcmbangan jaringan "umber daya air digambarkan dalam 
peta re:ncana pengembangan jaringan sumber daya air dcngan ketelitia.n 
skaJa 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lamplran VU yang 
merupekan bagian tide.k terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4t Rencana pengembangan jaringan tclckornunikasi digambarkan dalam 
pcta rcnco.ne pengembangan jaringan tclckomunikasi dengan ketcliti.an 
skala 1:5.000 scbagaimana tcreMtum dalaln Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terptsahkan dari Perawran Bupatl Int. 

Bagjan Kccnam 
Rencane. Jar!ngan Sumbcr Daye. Air 

Paaal 10 

(_ 



IIAGIAN 
HUKUnl 

1) Rencana jaringan dralnue oebagaimana dimakaud dalatn PaMI 5 &JB.t 
(1) hurufi berupa; 
a. jaringan drain&&c primer, 
b. jaringan dralnasc &ekunder; dan 
C- jaringan drainase tenier. 

2) Jaringan drainase primer aebagaimana dimalcaud pada ayat (I) huru( a 
melalui: 

PasaJ 14 

Bagjan Kesepuluh 
Rencana Jaringan Dminase 

(I) Rencana jarin8l!Jl persarnpahan sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 5 
ayat (I) huruf h bcrupa tempat pengclolaan sampah rruse, reduce, 
recycle (TPSJR), terdapat di: 
a. SWPI.A pada Blok LA.2 
b. SWP I.B pada B!ok 1.8.1 

(2) Rencane peng,embangM jaringan persampahan digambarkan dalam 
peta m-.cana pcngembangan ja.ringan penampahan dcngan ketetitian 
sbJa I :5.000 sebag;um,,na tcn:antum dallun Lampiran X yang 
merupakan bagian ddak terpisahkan dari Pcraturan 8upati ini. 

PasaJ 13 

Bagian Kescmbilan 
Reneana Jaringen Persampahan 

(I) Rcncana Pcngclolaan Air Umbah dan Pengelolaan Limbah Bahan 
Bert>ahaya dan Bcracun (BJ) sebagaimana dimakaud pada Pasal 5 ayat 
(I) hurur g. terdiri dad: 
a. !PAL skala kawasan tertcntu/permukiman; dan 
b. Siste,n pa,gelolaan timbah bcrbahaya dan bcracun (83) 

(21 !PAL Skala Kawam Tcrtcntu/Pennukiman sebagaimana dirnaksud 
po.da Pasal I huruf a. ten!apat di SWP LA pada Blok I.A.2. 

(31 Si.stem pengelolaan limbah berbahaya dan bcrac:un (BJ) sebas,,imaruo 
dimaksud pada Pa.sal I burur b, tempo.I di: 
a. SWP I.A Bok I.A.2; den 
b. S\\'P 1.8 - L8. I. 

(4) Rencana pcngolahan air llmbah dan pcngelolaan limbah bahan 
bcrbahaya dan beracun digambarkan dalam peta rencana pengolahan 
air limbah dan pengclolaan limbah bahan bcrbahaya dan bcracun 
dengan ketelitian ol<ala I :5.000 sebagaimana tttcantum dalam 
Lampiran IX yang merupakan bagjan tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bu pa.ti ini.. 

Bagian Kcdelapan 
Rencana Pengolaban Air Umbah dan Pcngelola.M Llmbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (831 

PRsal 12 

(S) Rencana pengembangan jarinym air minum diga.mbe_rkan dalam pet.a 
rencana. pengembangan jarlngan air minum dengan ketelitian skala 
1 :5.000 se~a t<rcantum dalam Lampiran Vlll yang mcrupakan 
bagian tidak tcrpisabkan dari Pcraturan Bupati inl 

( 

t, 



BAGIAN 
UUKUM 

(I) Rencana Jaringan prasarane, lalnnya acbagaimana dimaksud de.lam 
.,,, ... , 5 aye.t (I) hurur J mellputl: 
n. Jnlur evnkuaai bencana; do.n 
b. tempet evekuas]. 

(21 Jalur evakuas! bencana sebagatmana dlmakaud pada ayal (I) buru! a 
terdapat di: 
8. SWP I.A Blok I.A. I don I.A.2; 
b. SWP t.B Blok J.B. I dan I.B.2: dan 
c. SWP 1.C Blok J.C. I. 

(31 Tompot evakuani IM)bll8llimonn dimakoud poda L\)'At (I) hurur b, terdiri 
dari: 
a. tempat evakuas! semenmra; dnn 
b. tcmpat cvakuasl akhir. 

(41 Tempat evakuaiji sernentara 11ebogolmano. dlmnksud pada ayat (3) hurur 
0. terdo.pat di: 
a. SWP I.A Blok I.A. I; 
b. $WP I.S Siok J.B. I; don 
e. SWP I.C Blok J.C. I. 

(5) Tempat evakuaal evakuast akhlr 11Cbogalman11 dlmo.koud pada ayat (3) 
hurur b terdapat di SWI' 1.8 Blok J.B. I. 

(6) Rencana pengembanfllln Jaringan prasarnnn latnn.va dlgambarkan dalam 
peta rencan.a penaembangan Jnringan pmso.r11n11 lalnnya deogan 
ketelltlan 1kala I :5.000 1eba8Jllmnna tereanturn dalam Lo.mpiran XII 
yang merupakan boglon tldak terphwhknn dnri Peratumn Bupatl lnl. 

Pasal 15 

a. SWP I.A Blok I.A. I dan I.A.2; 
b. SWP 1.B Blok J.B. I. 

3) Jo.ringan dralnase sekunder sehaga.lmana dlmakaud pada ayat (I) huruf 
b molnlui: 

a. SWP I.A Blok I.A.2; 
b. SWP 1,B Blok J.B. I dan I.B.2; 
c. SWP I.C Blok J.C. I 

4) Je.ringo.n dralnase teralcr aebt\galmnna dl.makoud pada ayat (I) hurur b 
melalul: 

a. SWP I.A Blok I.A. I dan I.A.2; 
b. SWP 1.8 Blok 1.8.1 dan 1.8.2, dan 
c. SWP I.C Blok I.C. I dl\ll 1.c.2. 

S) Rcncana pcngcmbl\llgan Janngan dt1\lna11C dlgornbarkan da.lam pcta 
tffle&na pcngcmba.ngan Jaringan droJnaee dcngan ketelltlan akala 
1:5.000 eebagalmana tereantum dalom Lomplron XI yang merupakan 
basian tidak tcrpisahkan dari Pcraturan Bupnll lnl. 

Bnginn Kcaob-Olno 
Rcnce.na Jaringa11 Pre.sarann Lalnnyn 



Paragraf2 
Perlindunpn Setempat (PS) 

Pasal 19 

Zona perlindungan aetempat (PSJ aebapimana dlmakaud dalain Pasal 17 
ayat (1) buruJ b selwu 49,40 (empon aembllan koma empat no!) heklare, 
terclapal di: 
a. SWP LA pada Blok I.A. I dan I.A.2 dengan luaa 49,07 (empat Sembilan 

koma no! tujuh) hektare; 
b. SWP I.B pada Blok I.B. I denpn Juu 0,24 (nol koma dua empal) 

hektatt; dan 
c. SWP I.C pada Blolc I.C. I denpn luaa 0,08 (nol koma nol delapan) 

bektare. 

Zona badan air (B.~) sebagaimana dimalu;ud dalam Pru,aJ 17 ayat(ll buruf a 
seluao 51,34 (Uma puluh satu koma tiga empatJ hekta.re, tenlapat di: 
a. SWP A pada Blok I.A.I dan I.A.2 dengan luas 37,48 (tiga puluh tujuh 

koma empat delapanJ heklare; 
b. SWP B pada Blok I.B. I dan I.B.2 dengan luas 7,SS (tltjuh koma llma 

timaJ hekwe; dan 
c. SWP C pada Blok I.C. I dan I.C.2 dengan luas 6,31 (enam koma tiga 

satu) hektare. 

I 

Paragraf I 
Zona Sadan Air (BAJ 

Pasal 18 

Zona L.indung sebagaimana dimak&ud dalam Pasal 16 ayat (I) huruf a 
tenliri atas; 
a. Zona Bad.an Air (BAI; 
b. Zona Perlindung,m Setempat (PS); 
c: Zona Ruang Tcrbuka Hijau (RTH); dan 
d. Zona Konservasi (KS). 

Pasal 17 

Pllsal 16 

I J Rencana A>la Ruang terdiri atas: 
a. Zona Lindung; dan 
b. Zona Budidaya. 

2) Rencana l'bla Ruang digiunbru-lam dalam peta Rencana l'bla Ruang 
deogan keWilian -ffk'tri dan ketelitian detail informasi skala I :S.000 
sehagaimana tffl>antum dalam Lampintn XJU yang men,poJcan ~ 
tidal< terpioahka.n dari Peratunu, Bupati lni. 

Ragian Kedua 
Zona Undung 

Bagian Kc,iatu Umum 

BABV 
RENCANA POLA RUANO 



Zora Budil!Aya .. bagalmana dlmabud dalam Pasal 16 o,yat (II huruf b 
t.crdirf ata.S: 
a. ZOna Baden Jalan (BJ). 
b. Zona Ptrlo!bunan Rak)'Bt (KR}; 
e, Zona Ptrtanian IP); 
d. Zona Perikanan (IK); 
e, Zona Ptrumahan (RJ; 
f. Zona Sarena Pelayanan u mum (SPU); 
g. Zona Ruang Terbuka Non Hljau (RTllH); 
h. Zona Can>puran (C ); 
L Zona Perdagangan dan Jua (KJ; 

Bagjan Ketiga 
Zona Budidaya 

Paeal 22 

Zona Konscn..ui (KS) xbog;timana dimaksud dalam PasaJ 17 ayat ( I) hurw 
d sduas 153,90 (seratus lima putuh tig;, lroma scmbilan nol) bcktare 
bervpa sub-zona cagar awn (CA), tenlapat di: 
a. SWP I.A Blok I . .A.I dengan tuee 46,92 (empat pulub cnam koma 

sembi1an dual bektare; dan 
b. SWP B pada Blok I.B. I dengan tuas 106,98 (seratus enam koma 

sembilan delapan) hektare. 
(_ 

Pasa121 

Paragraf 4 
Zona Konservasi (KS) 

(I) Zona ruang terbuka hij,.u (RTH), aehapimana dimaksud dalAtn Pasal 17 
ayat (II h,uurc oeluas 5,76 (lima koma tujuh enam) h•ktatt, -liputi: 
a. sub zona taman kola (RTH-2); 
b. sub zona taman RT (RTH·6); 
c, sub zona p,makaman (RTH·7); dan 
d. sub zonajalur bljau (RTH-8). 

(2) Sub zona tainan kola (RTI-1·21 aehag;aimana dlmaksud pada ayat (I) 
huruf a seluas 2, 14 (dua koma aatu empatj bektatt, terdapat di SWP 1.8 
Blok I.B.1. 

(31 Sub zona taman RT (RTH-61 sebagaimana dimak$ud pada ayat (I) hurw 
b scluas 0.28 (not !coma duo delapan) heklare, terdapat di: 
a. SWP I.A Blok 1.A.2; dan 
b. SWP 1.8 Blok 1.8.1 dan 1.8.2. 

31 Sub ,ona pemakaman (RTH·?J oebagaimana dimal<sud pada ayat (I) 
huruf c seluas 2,79 (dua koma tujuh sombilan) hektatt. terda"'1t di: 
a. SWP I.A Blok I.A.I dan I.A.2; 
b. SWP I.B Blok J.B. I; dan 
c, SWP I.C.Blok J.C. I; dan 

4) SUb mnajalur hijau (RTH·8) sebaplmana dimaksud pada ayat (I) burw 
d seluas 0,56 (nol koma lima enam) hcktare, terdapat di SWP I.B Blok 
1.8.1. 

Paragraf3 
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

"-sal 20 



1) Zona Pertanian (Pl seluas 5.430,90 (lima ribu empet ratus tiga puluh 
koma sembilan nol) hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(I) hurufc meliputi: 
a. subzona tanaman pangan (P·I); 
b. sub wna hortlkultura (P-2); dan 
c. sub zona perkebunan (P·3). 

2) Sub zona tanaman pangan (P·I) seluas 869,19 (delapan ratus enam 
sembilan koma satu sembilan) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A Blok I.A.I dan I.A.2 dengan luas 495,41 (empat ratus 

sembilan puluh lima koma empat satu] hektare; 
b. SWP 1.8 Blok I.B.I dan I.B.2 dengan lua• 347,02 (tiga ratus empat 

puluh tujuh koma nol dua) hcktarc; dan 
c. SWP I.C Blok J.C. I dengan luas 26,76 (dua puluh enam koma tujuh 

enam) bektare. 
3) Sub zona hortikultura (P·2J eeluaa 253,48 (dua ratus llma puluh tlga 

koma empat delapan) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A Blok I.A.I dengan luas 9,13 (sembilan koma satu tiga) 

hektare; dan 
b. SWP I.C Blok I.C.1 dengan luao 244,36 (dua ratua empat puluh 

empat koma cga enam) hektnre. 

Pasal 25 

Paragraf7 
Zona Pertanian (P) 

Zona Perkebunnn Rakyat (KR! eebogaimana dimaksud dalasn Pasal 22 ayat 
( I) hurur b seluas 56,0 I (lima puluh cnam koma nol satu] hcktare terdapat 
di SWP I.A pada Blok I.A.2. 

Paragmf6 
Zona Pcrkebune.n Rakyat (KR) 

Pasal 24 

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimakeud dalam Pasal 22 ayat (11 
huruf a ecluas 70,92 (tajuh puluh koma ecrnbilan dua) hcktare terdapat di: 
a. SWP I.A Blok I.A. I dan 1.A.2 dengan luas 10,55 (sepuluh koma lima 

1imaJ hektare; 
b. SWP I.B Blok I.B. I dan I.B.2 dengan luas 36,87 (tiga puluh enam koma 

delapan tujuh) hektare; d,,n 
c. SWP I.C Blok I.C. l dan I.C.2 dengan luas 23,50 {dua puluh tip koma 

l!ma nol) hektare. 

j. Zona Pariwisata (W); 
k. Zona Pertahe.nan dan Keamanan (HK); 
I. Zona Pertambangan (PT); 
m. Zona Pembangkit T•naga Llstrik (PTLJ; dan 
n. Zona Peruntukan l&.innya (PL). 

ParagnuS 
Zona Badan Jalan (BJ) 

Pasal 23 

I, 



1) Zona Perumahan (RI seluas 652,84 (enam ratus lima puluh dua koma 
detapan empat) hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(I) hurufe meliputi: 
a. sub zona perumahan kepadatan tinggi {R·2); 
b. sub zona perumahan kepadatan sedang (R-31; dan 
c. sub zona perumahan kepadatan rendah (R·4J. 

2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2). sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf a seluas 4,77 (empat koma tujuh tujuh) bektare, 
terdapat. di: 
a. SWP I.A Blok I.A.2 dengan luas 0.82 (nol koma dclapan dua) 

hektare; 
b. $WP I.B Blok 1.8.1 dcngan was 1,94 (satu koma scmbilan cmpat) 

hektare; dan 
c. SWP I.C Blok I.C.1 dengan Luas 2,01 (dua koma nol oatu) hektare. 

31 Sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf b seluas 425,14 [empat ratus dua puluh Uma koma 
satu em pat) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A Blok I.A. I dan I.A.2 dengan luas 214,87 (dua ratus empat 

betas koma delapan tujuh) hektare; 
b, SWP l.8 Blok I.B.1 dan I.B.2 dengan luos 122,64 (secatus dua 

puluh du.a koma enam empat] bektare; dan 
c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 87,63 (delapan puluh tujuh 

koma enam tigo) hektare. 
4) Sub .ona pcrumahan kcpadatan rcndah (R·4), acbagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c seluae 222,92 (dua rat11a puluh dua koma 
sembilan dua) hektare terdapat di: 
a. SWP I.A Blok I.A. I dan I.A.2 dengan luas 59,73 (lima pulub 

sembilan koma tujuh tfga) hektate; 
b. SWP 1.8 Blok l.B. l dan l.B.2 dongan tuas 49,43 (empe.t pulub 

sembilan koma empat tiga) hektare; dan 
c. SWP I.C Blok I.C.l dengan luas 113,76 (seratus tiga belas koma 

tujuh enam) hektare. 

Zona Perikanan (IK) seluas 3,78 {tiga koma tujuh delapan) hektare 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (I) huruf d aclalah sub zona 
perikanan budidaya (IK-2) terdapat di SWP I.A Blok I.A. I. 

Paragraf9 
Zona Perumahan tRJ 

Pa'"'127 

Paragraf 8 
zena Pcrikanan (IK) 

Pasal 26 

4) Sub :rona perkebunan (P·l) seluas 4.308,24 (empat ribu tiga ratus 
delapan koma dua empat) hektatc tcrdapat di: 
a. SWP I.A Blok I.A. I dan Blok I.A.2 dengan luas 937,48 tsembilan 

ratus ti1111 puluh tujuh koma empat dclapan) hektare; 
b. SWP I.B Blok l.B.1 dan I.B.2 dengan lua1 1.480,32 (seribu empat 

ratus delapan puluh koma tiga dua} hekt.att; dart 
c. $WP l.C Blok l.C. I dan 1.C.2 dcngan luas 1.890,43 [eeribu dclapan 

mtus Sembllan puluh koma cmpat tlga) hcktare. 



AGIAN 
HUKUr• 

Zona Campuren dengan kode C berupa aub mna campuran inttnsitas 
menenph/aecla.ng (C-2) aebaplmana dimakaud clalaJn Pasal 22 ayat Ill 
hurufb &duas 0.34 (nol koma tiga empatl bektare, tenla.pat di SWP I.A Blok 
1.A.2. 

l'llnlgaf 12 
Zona C&mpuran (q 

PaaalJO 

z.ona Ruang Tcrbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana d!maksud dalam Pasa.l 
22 ayat ( 11 huruf g seluas 3,38 (tig;l koma tiga de la pan) hektare, terdapat di; 
a. SWP I.A Blok I.A. I dan I.A.2 dengan luas 1,36 (satu koma tiga enam) 

bektatt; dan 
b. SWP I.B Blok J.B. I dengan lua, 2,02 (dua koma nol dual hektare. 

Pasal 29 

l'o.n,graI 11 
Zona Ruang Terl>uka Non Hijau (RTNH) 

I) Zona sarana pelayanan umum (SPU) &duaa 19,74 (sembilan bela$ koma 
tujuh empatj bektare aebagai1N1n1 d!rnaksud dalam Pual 22 ayat (11 
huruff, mdiputi: 
a. sub mna SPU slcala kola (SPU-1): 
b. sub Z0!\11 SPU alcala keeamatan (SPU-2); dan 
c. sub mna SPU akala krlurahan (SPU-3). 

2) Sub IONl aarana P"la:anan umum obla kota (SPU-1) oeluaa 6,08 (mam 
koma nol deiapanl hektaro, tenlapat di: 
a. SWP I.A Blok I.A.I dan l.A.2 dengan luas 1,19 (oatu koma eetu 

aembilan) hdruue; dan 
b. SWP 1.B Blok 1.8.1, dengan luas 4,90 (empat koma sembilan nol) 

bektare, 
3) Sub Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-21 sduas 

7,12 (tujuh koma seru dua) hektare, terdapat di; 
a. SWP I.A Blok I.A.2 deng;1n luaa 0,71 (not koma tujuh satuJ hektare; 
b. SWP 1.8 Blok 1.8.1 clan 1.8.2 denpn tuas 6,09 (mam koma nol 

sombilanl hektare; dan 
c. SWP I.C Blok l.C. I dengan tuas 0,31 (nol koma til!,lMtul hektare. 

41 Sub Zooa sarana pelayanan umu.m s.ka!a kelurahan (SPU-3) scluas 6,54 
(enam koma lima empatj hcl<tare, terdapat di; 
a. SWP I.A Blok I.A. I dan I.A.2 dengan luas 2,24 (d.ua koma dua empal) 

bektare; 
b, SWP I.B Blok l.B. I clan LB.2 dengan luas 1,02 (satu koma nol dua) 

bektarc; dan 
e. SWP I.C Blok I.C. I dan 1.C.2 dengan luas 3,27 (tiga koma dua tujuh) 

hektare. 

- 

Pual28 

Paragraf 10 
Zona Sarans F\elayanan Umum (SPU) 



Zona pertahanan dan keamanan (HK) aebagaimana dimaksud dal.am Pua! 
22 ayat (I) hwufk ...,Juu 0,10 (nol koma •tu no!) hektare tenlapat d.i SWP 
I.A Blok I.A.2 meliputi Koramil 409-02 Lebong Selatan. 

(hl;~~~,ltl 

Paragraf 15 
Zona l'l:rtahanan dan Keamanan (HlQ 

Paaal 33 

Zona pariwisata (W) oelJa&ajmana dimaksud dalaln Pasal 22 ayat (I) burufj 
sdua.s 27 ;37 (dua puluh tujuh koma tig;l tajuh) hektare, terdapat di: 
a. SWP I.A Blok 1.A.2 sduu 4,22 [empat koma dua dua) helctMe; 
b. SWP I.B Blok 1.8.1 seluas 2,88 (dua koma delapan delapan) hektare: 

dan 
e. SWP I.C Blok I.C. I. oduu 20,26 (dua puluh koma dua enam) heklaJe. 

Pasal 32 

Paragnu 14 
Zona Pariwi,ata (W) 

II Zana Peni98""gan dan Jua (I() oeluaa 42,61 Ila (empat puluh dua koma 
enam satuj hektare. oebagaimana dimaluwd dakun PasaJ 22 ayat (J) 
huruf i me!iputi: 
a. sub zona perda&angan <Ian Jasa skala kota (K-1); 
b. aub zona perdagllngan dan jaaa akala WP (K·2r. dan 
e. sub rona penlagi\ngan dan jaaa akala SWP (K-3J; 

2) Sub rona penlagangan danjasa slwa kola (K-1), sebapimana dimaksud 
pada <1_vat (I) hurura sefuas 5,95 (lima kolllll tiga oembilan lima) hektare. 
terdapat de 
a. $WP I.A Blok I.A.2 dengan lua~ 1,31 (saw k<>ma tis,, ~tu) hektare: 

dan 
b. SWP I.B Blok I.B. I dengiu1 luas 4,63 (empat koma enam tigaJ 

hektare. 
3) Sub z:ona penlagangan clan jasa skala WP (K-2), oebegaimana dlmaksud 

pada ayat (1) hurur a seluas 3,88 (tig;l koma delapan delapanl hektare, 
terdapat di: 
a. SWP I.A Blok I.A. I dan I.A.2 deogan luas 1,22 (saw koma dua-dua) 

hdcwe;dan 
b. SWP I.B pada Blok 1.8.1 dengM luas 2,66 (dua koma enam-enam] 

heku\re. 
4) Sub zona penl,,ga,,gan dan jasa •kala SWP (K-3), sebagaimana dimaksud 

padn ayni (I) burufa eeluas 32,79 (tigp. pulub dua koma tujub oembilan) 
hektare, terdapa.t di: 
a. SWP I.A Blok I.A.I dan I.A.2 dengan luas 13,64 (~ beJas koma enam 

empatj hcktare; 
b. $WP I.B Blok I.B. I dan I.B.2 dengan tuas 8.96 (delapan koma 

scmbilan enamj hektare; dan 
e, SWP I.C Blok I.C.I deng;,n luas 10,19 (oepuluh koma satu sembilan) 

hektare. 

Paragrar 13 
Zona Ptnlagangan dan Jasa (Kl 

Pasa! 31 



BAGiAtl 
HUKUM 

(I) Pelaksanaan KKKPR di WP Lebong SelatAn sebagalmana dimakeud 
dawn Pasal 37 ayat Pl dilakoanakan 0<:auai dcngan ketcntuan 
peraturan perundsng-undangan. 

(2) KKKPR sebagalmane dimaksud pada ay111 (I) menjadi pertlmbang1111 
dalam pelaksanean revisi RDTR. 

Paeal 38 

Ketentuan pemanf.aatan ruang Rencana Derail Tata Rua.ng WP Perkotaan 
Simpangan t.erdiri atas: 
a. konfinnasl kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan 
b. program prioritas pemanfaatan ruang. 

Pa.al 37 

Bagian Kesatu 
Konfirmasi Kesesua.ian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

BAB VI 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANO 

Zona peruntukan lainnya (Pl.) eebagalmana dimakoud dalrun Pasal 22 ayat 
(I) huruf n berupa sub eons pergudengan (PL-6) dengan 0,38 (nol koma tiga 
delapan) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok 1.A.2. 

Pasal 36 

Paragraf 18 
Zona Peruntukan Lainnya (PL} 

Zona pcmba.ngkit tcna.ga liGtrik (PT4 eeluas 50,75 (lima puluh koma tujuh 
llmaj hektare, sebagaimana dimaksud dallun Pasal 22 ayat (II hurur m, 
terdapat di: 
a. SWP I.A Blok I.A. I dan Blok 1.A.2; dan 
b. SWP J.B Blok J.B. I. 

Paragraf 17 
Zona Pembangkit Tenaga Uotrik IPTLJ 

Pasal 35 

Zona pertambangan (PT) sebagalmana dimakoud dalam Pasal 22 ayat (I) 
huruf I adalah pertambangan panas bumi oelWIS 58,64 (Hrna puluh delapan 
koma enam empat) hektarc lerdapat di SWP I.B Blok J.B. I. 

ParngraJ 16 
Zona Pertambangan (PT) 



(1) Program prioritaa pcmanraatan ruan.g echegairoana dimoksud dalam 
PasaJ 37 bunlf b mcrupalcan upaya mewujudkan ROT'R disusun 
berdasarlcan indil<asl program utama liJna tahunan, terdlri aeas: 

a. indik:asi program pemanfaatan ruang prioritas; 
b. lokasi; 
c. sumber pendanaan: 
d. insmnsi pelaksana; dan 
e. v.-aktu dan tahapan pelakoanaan. 

(2) Program pemanfaatan ruang di WP Lebong Selatan oebag;airnana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. program perwujudan rencana $tl\lktur ruang; dan 
b. program perwujudan rencana po!a ruang; 

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat I buru.f b terdapat di blok 
dalamSWP. 

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ huruf c 
berasal dari: 
a. ADggll!&D pendapatan bela.nja nasional (apbn); 
b. anggll!&D pendapatan belanja dan belanja daerah (apbd) provinsi 

dan kabupaten; 
e, sumber lain yang sah dan tidal< mengikat sesuai deng.an ketentuan 

peratnran perundang-u.ndangan: dan 
d. swasta. 

(SJ lnstansi pelaksana kegia.tan oebagaimana dimaksud pada ayat I huruf 
d berasal dari: 
a. pemerintah provinsi; 
b. pemerintah kabupatcn; 
c. kementerian/lembaga: 
d.. swasta dan atau: 
e. masyarakaL 

(61 Wakw dan tahapan pelaksanaan sebag;airnana dimaksud &Jal (I) 
hu.rur e berupe usu.Ian program yang direncanakan dalam kurun 
"-aktu perencanaan 20 (dua puluhl tahun yang dirinci ~ 5 (lima) 
tahun, terdiri dari 4 (empat) tahapan, moliputi: 
a. tahap pertama pads periode tahun 2024-2029; 
b. tahap kedua pada periode tahun 2029-2033; 
c. lahap ketlga pada pe,-iode tahu.n 2034-2039; <Ian 
d. tahap keempat pada periode tahu.n 2039·2<K4. 

(7) Waktu dan tahapan pc,laksanaan sebagaimana climakaud pada ayat (61 
merupakan daaar bagi instansi pelalcsana dalaJn menetapkan prioritas 
pembangunan pada WP Lebong Selatan. 

(8! Prog,am prioritaa Pemanfaat.an Ruang sebagaimana climaksud pada 
ayat tereamum dal•rn Lampiran XIV yang merupakan baglan tidak 
k!J>lsahkan dari Peraturan Bupad !nL 

Bagian Ketlga 
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang 

Pasal39 



(IJ Ketentuan Kcgioton don Penggunann LAhnn, oebaga.lmana dlmal<sud 
dalam Poaol 40 l\)'Rl (2) huruf n, meliputi: 
a. pcmo.nfru>.tan yang diperbolehken utau dii2inkan (IJ; 
b. pemanfAAtan bcrayarat acce.ra tcrbe.tas (Tl; 
c, pernanfaatan bersyarat tertenur (Bl; dan 
d. pcmanfnntnn yang lidnk diltlnkan (XJ. 

(2) ketenruan kcgintan dan pcnggunaan lahan scbngalmnna dlmakaud a,yat 
(I), mcliputi: 
a. zona lindung; dan 
b. zona bud! dayn. 

(3) Pemanfaotnn yang diperbolehknn otnu ditzinka.n (I) 1ebagaimana 
dimakaud pada ll)'at (IJ huruf a merupakan ketegori kcgioton dan 
pcnggunaan lahan pada auatu eona atau sub zono. yang sesuai dongan 
rencana peruntukan ruang. 

(4) Pemanfaatan bersyerat aecara terbataa (11 oebaglllmana dhtial<1ud pada 
a,yat (lJ huruf b merupakan kategori keglaton dan penggunaan lahan 
yang dibatasi dengan ketentuan, mellputi: 
a. Tl yaJtu pcmanfaatnn torbatao dengan pembataaan jumlah kegiatan 

don Jangl<auan pelayanan; 
b. T2 yallU pemantaatan terboma koglnrnn di dalnm zona atau sub­ 

eona dengan pembato1111n lune mnkelmum keglatan dl dalam zona 
atau eub-:iona don8'1n ketcntuan dlbatasl luaa 10 (sepuluh) person 
darl luaa zona atau 1ub-zona dalam I (111ttuJ blok; 

(SJ Pema.nfaatnn bcreyarat tertentu (Bl aebagalmana dlmaksud padn I\Yftl 
(11 huruf c merupakan keglotan yang dllakukan bcrdau.rkan 
pcreyaratan umum don pcroyoratnn khu1ua dengan wajib memenuhl 
perayo.ratan n:komcndaal dlnaa tcrkalt, mellputl: 

PaaaJ 41 

I) Pcraturan zonaal acbagaltnnna dlrnnkaeutl pada Pasal 2 hurur e berupa 
aturan dnsar, 

2) Aturan dasar scbllgaimana dlmakaud pada (\)'at (1) huruf a mellputJ: 
pcrangkat operational pengondoJlnn pemanfaatan ruang; 
a. ketentunn kcglatnn dnn pcnggunno.n lnhnn; 
b. ketentuun tnteneuas pernnnfuatan ruang; 
e. ketentuan Ulla bangunan; 
d, ketcntuan praearana dan sarana minimal; 
e. ketentuan khuaua; dan 
f. ketentunn pelaksanonn 

Boglan Kcdua 
Ketenluan Kcglaurn dan Penggunaan Lahan 

Pasal 40 

BQgi&n Kesatu 
Umum 

BAB VII 
PERATURAN ZONASI 



a. Bl yaltu pemanfaatan bersyaral kegiatn.n di dalam zona atau sub 
zona wajib menyediakan dokumen Lingl<Ungan (AMDAL, Upaya 
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Llngkungan 
(UP4, Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Llngkungan 
Hidup (SPP4; 

b. 02 yaltu pemanfaatan bel"l!yarat kegiatan yang diperbolehkan 
dcngan ayarat wajib mcmenuhl persyaratan pcrizinan yang 
diterbitkan oleh inatansi yang berwenang terkalt; 

c. 83 yaitu lahan aawah yang masuk dalam peta la.han sawah 
dillndungl yang tidal< meajadl bagian dwi penetapan LP2B dapat 
dialihl\Jngsikan l!etclah mcndapntkan rekomendasl perubahan 
penggUna.an tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan di 
bidang agraria/pertanahan dan tata ruang: 

d. 84 yaitu pemanfaatan bersyarat dengan syamt haoya untuk industri 
kecil dan mikro dan/atau industri yang memerlukan bahan baku 
atau lckasi khusus; dan 

(6) Pemanfaatan yang tidak diizinkan (XJ sebagaimana dirnaksud pada ayat 
( 1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang 
tidak sesuai dengan reneana peruntukan ruang yang direncanakan dan 
dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di 
seldtamya. 

(7) Ketcntuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud 
pad a 
Pasal 41 ayat (2) huruf a, ditetapkan pada: 
a. zona badan air (BA); 
b. Zona perlindungan setempat (PS); 
c, Zona kawaean konservasi (KS); 
d. Zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi: 

I) Sub-zona taman kota (RTH-2); 
2) Sub-eona tamnn RT (RTH-6); 
3) Sub-zona pemakaman (RTH· 7); dan 
4) Sub-zonajalur hijau (RTH-8). 

e. Zona badan jalan (BJ); 
f. Zona Pertanian (P); 

I) Sub-zona tanaman pangan (P-1); 
2) Sub-zona hortikultura (P-2); 
3) Sub-ecna perkebunan (P-3); 

g. Zona Perkebunan Rakyat (KR); 
h. Zona Perikanan (JK); 
i. Zona Perumahan (R), mellputi: 

!) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2); 
2) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan 
3) Sub-zonn perumahnn kepadatan rendah (R-4). 

j. Zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi: 
II Sub-zona sarana pelayannn umum skala kota (SPU·I); 
2) Sub·zona aarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); 

dan 
31 Sub-zona earana pelayanan umum skala kelurahan (SPU·3. 

k. Zona perdagangan dan jasa (K) meliputi: 
I) Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K· 1); 
21 Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan 
3) Sub-zone perdagangan danjasa skala SWP (K-3). 



( 1) Ketentusn lntenaltaa pemMraaCAn ruang aebegalma:na dimakaud 
d&lam Pa&al 40 ay&t (21 huruf b, merupakan ketentuan mengenal 
beMran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau sub-zona, 
terdhi ataa: 
a. t<.OB mAkaimumi 
b, KLB makaimum: 
c. KOH minimum; 
d. KTB maka!mum; dan 
c. luaa kaveling minimum. 

(21 KOB makaimal, KLB makaimum, de.n KOH minum sebagalmana 
dimakaud pe.da nyat (I) huruf b, hurur c, huruf d, ditcrapkan pada: 
a. Zona badan llir (BA); 
b. Zona pcrlindungan 11<:tempat(PSI; 
c. Zona kawasan kcnservaal (KS); 
d. Zona ruang terbuka hljau (RTH): 
e. Zona badan jalan (BJ); 
(. Zona Pcrtanlan (J'I; 
g. Zona Perkebunan Rakyat (KR); 
h. Zona Pcrikannn (IK); 
I. Zona Perumahan (R); 
J. Zona .atana pelayanan umum (SPUI: 
k. Zona perd.aaanl!llJI dan Jaaa (Kl: 
I. Zona Ruane Terbuka Non Hljau (RTNHJ: 
rn. Zona Parlwleeta (W); 
n. Zona P•rtahanan dan Keamanan (HKli 
e. Zona Pertarnbangan (PT); 
p. Zona Pcmban&)<I~ Tenaga Wetrik (PTL); 
q. Zona Pcruntukan Lalnnya (rl,J, 

(31 Ketentuan luaa kavllng minimal pada willl)'ah perencanun Lebong 
Selatan pada zona perumahan, terdlri ataa: 
11. Sub r.ona perumahan kepadatan tlnul lua, kavllna minimal lalah 

100 m•; 

Baglan Ketlsa 
Kctcntu&n lntenaltaa Pem11nra.atan Ruang 

Paaol 42 

1. Zona Runng Terbuka Non Hijau; 
m. Zonll Pariwi98ta (W): 
n. Zona Pertahanan dan Kcamanan (HK); 
e. Zona Pe.Umbangnn ('11; 
p, Zona Pembangkil Tenaga Uetrik (PTL); dftn 
q. Zona Peruntukan Lalnn_ya (PL). 

(8) Ketentuan keglat.an dan pen8&1Jn84tl le.han aebag&lmana dlmakaud 
p&da IIY•l (I) berupa Tabel Kelenlu&n Keglatan dan Pen8&1Jn84tl Le.hM 
Willl)lah Perene&nRM Lebon1 Sel11t11n, aebagalmana tercantum pada 
Lampln,n XV yang merupakan btlg!An tldak terploahkan dari Peratur11n 
Bupati ini. 



(1) Ketentuan khusus, sebagalmana dimakoud dalam Pasal 40 ayat (2) 
huruf e, merupakan aturan tambahan yang dltampalkan (overlay) di 
atas aturan dasar karena adanya haJ-haJ khusus yang memerlukan 
aturan tersendiri karena belum diatur pada zona atau sub-zona di 
dalam aturan dasar, rneliputi; 

Pasal45 

Kctcni:uan praaarana dan saran.a minimum sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 40 ayat (2) huruf d, dirinci sebagaimana tercantum dalam Lrunpiran 
XVJII ketenruan praearana dan sarana minimum yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Pernturan Bupati ini. 

Bagian Keenam 
Paragraf S 

Ketentuan Khusus 

Pasal 44 

(I) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 40 ayat 
(21 huruf c meliputl: 
a Garis sempadan bangunan (GSBJ minimal, meliputi: 

I. garis sempadan bangunan terhadap jalnn (GSB); 
2. garis sempade.n samping (GSSJ; dan 
3. sempadan pagar 

b. ketinggian bangunan (TB) maksimum, lebar bangunan, dan jarak 
bebas antar bangunan; 

c. ta.mpilan bangurian; dan 
d. pagar bangunan. 

(2) Ketentuan tata bangunan sebagalmana dimaksud pada ayat (!) dapat 
diatur seeara lebih rind dalarn RTBL sebagai panduan rancang kota 
(urban design guide lir,e). 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dirinci 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Ketetuan Tata Bangunan 
yang merupakan bagian tldak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima 
Paragraf4 

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum 

Pasal 43 

b, Sub zona perumahan kepadatan sedang Juas kavling minimal ialah 
120 m•; dan 

c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah Juas kavling minimal ialah 
ISOm•. 

(4) Ketentuan intenaitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 
dalam e.yat (I) tercantum dalam Lampiran XVI yang mcrupe.kan bagian 
tldak terpisabkan dari Peraturan Daerah inl, 

Bagian Keempat 
Paragraf 3 

Ketcntuan Tata Be.ngunan 



{I) Ketentunn Pclnken.nnnn Pcrnturnn Zona1i B<lbngo.imnnn dlmakeud dalo.m 
padu Pasnl 40 hurur r merupakan aturan ynng berkaitan dengan 
pelaksanaan penerepan RDTR dldaso.rkan pado. ketentuan keglo.tnn don 
penggunaan lahan, ketontuan intenshaa pemanfaat ruang, dan 
ketentuan taw. banguno.n; 

(2) Kctentuan pelaksannnn ocbagaimana dlmakeud pndn eyat (I) meliputi: 
11. Ketentuan vario.nel pemanfaatan rua.ng; 
b. ketcntuan pernbertan lnocntif; 
c. ketentuan pemberlan dlslnscnti~ dan/niau 
d. Kctcntuan untuk Pcnggunnnn Lahan yang Sudah Ado. dan Tldak 

Scsuai Peraturan Zonasi 
(31 Ketentuan vo.rlansl pemanfaatan ruang ocbago.irnnnn d!maksud Peeal 46 

ayRl (2) hurur o., memuot ketentuan: 
e, tahan pcrcncanoo.n 811lu kcpemiliko.n yung tcrdopat pada lebih dnrl 

oatu zona pemanraaten ruang keeuall wna linclung dan aub wna 
tanaman po.ngo.n dlperbotchkan menglkutJ zono. yo.ng memlllld nlla.l 
ckonomis paling tJnggi; 

b, apabila lahan pcrcncanno.n satu kepcmlliknn yang tcrdapat po.dn 
leblh drui eatu wna pcmonfaatan ruang satu diantaranya zona 
Undung dan eub zona tanaman pangan mo.kn borlaku ketentuRn 
proporaional; 

c, lahan perencanaan "'1tu kepemillkan tcrdapat zonu ruang terbuka 
hijau, dapat dltakukan pcmlndahan loka&l Ruans Terbuka Hijnu 
sesual dengan proporstnyo padn lahan perencanaan; dan 

d. terdapnt bidang-bido.ng tanah yang dlkunso.l atau dlmlllld olch 
maoyarakat pada seluruh zona dapnt dlterbitkan hak ataa taoahnya 
•eeual peraturan perundans-undangan. 

Pasal 46 • ..... 

Bagian Ketltjuh 
Ketentuan Pelal<Mnann 

"· ketontunn khuaua lahan pertanian pangan bcrkclanjutan (LP2BJ; 
b. ketentua.n khusua kawaean rawan bencana; 
c. ketentuan khuaua ternpat cvakuasi bencana; 
d. kctcntuan khuaus kawo.1111n sempadan; 
e. ketentuan khuaus kawasan perta.mbangan panaa buml; dan 
r. ketentuan khuaue kawasan pertahannn don keamonan. 

(2) Kctentuan mengenai pencro.pan oturnn khusus pada sona-scna khusue 
sebngo.lmana dimakeud padn 113at ( LI ditctapkan sesuai dcngo.n 
kotontunn yang dlterbltkan oloh inatan•I yang berwenang, 

(3) Ketontuo.n khuoue &ebo.galmana dlmnkeud plldl\ <l)IO.t (1) dapat 
menganullr aturo.n yang ndn pndo. aturon dnao.r oeaunl dcngo.n 
tuntutan kekhusuMnnya. 

(4) Kctcntunn khusua sebagalmana dlmakeud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran XIX. I, Lampiran XIX.2, Lampiran XLX.3, Lamplrnn 
XIX.4. dan La.mpiron XlX.5 yang merupakan bagian tidak terplsahkan 
dnrl Pernturan BupatJ In!. 



(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (4), terdiri atas disinsentif yang dikenakan terhadap 
kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan Wilayah 
Perencanaan Lebong Selatan, yaitu dalam bentuk : 
a. Pengenanaan denda secara progresif; 
b. Pelarangan pengembangan untuk pmasnfaatan ruang yang telah 

terbangun; dan 
c. Pengenanaan pajak/retribusi yang lebih tinggi disesuaikan besamya 

biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan 
akibat pemanfaatan ruang. 

(2) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dlsinsentif diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 48 

(1) Jnsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (2), terdiri atas : 
a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang 

mendukung pengembangan Wilayah Perencanaan Lebong Selatan, 
yaitu dalam bentuk : 
l. keringanan; 
2. pengurangan; dan 
3. pembebasan pajak. 

b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang 
mendukung pengembangan Wilayah Perencanaan Lebong Selatan, 
yaitu dalam bentuk : 
1. pemberian kompensasi, subsidi silang; 
2. pembangunan dan/atau pengadaan fasilitas umum; dan 
3. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau 

pemerintah daerah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai t.ata cars pemberian insentif diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

Pasal47 

(4) Jnsentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana 
struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan 
zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; 

(5) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaata.n ruang yang perlu dicegah, 
dibatasi, atau dikurangi keberada.annya berdasarkan ketentuan dalam 
Peraturan Bupati ini; 

(6) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang 
wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada 
masyarakat; dan 

(7) Pemberian insentif dan pengenaan dislnsentif dilakukan oleh instansi 
berwenang sesuai dengan kewenangannya. 



BAGIAII 
HUKUM 

{I) Oalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di 
daerah, dibentuk Forum Penatoan Ruang. 

(2) Porum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada o.yat (I) bertugas 
untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pclaksanaan 
Penataan Ruang, 

(3) Anggota Forum Penataan Ruang S<lbagalmana dlmakaud pada a.yat ( I) 
di daerah terdiri atas perangkat daerah, asoalast profesl, asosiasi 
akadernisi, dan tokoh maayarakat, 

(4) Pembentukan, sueunen kcanggotaan, tugaa, lungai, dao tata kerja 
Forum Penataan Ruang dllakaanakan - seeual dengan peraturan 
perundang-undangan terkait koordinaai pcnyelenggaraan penataan 
ruang. 
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BAB VIII 
KELEMBAOMN 

Ketentuan untuk Penggunaan Lahan yang Sudah Ada dan Tidak Sesuai 
Peraturan Zonasi. 
Ketentuan untuk Penggunaan Lahan yang Sudah Ada dan Tidak Sesuai 
Peraturan Zonasi {perubahan pemanfaatan ruang) sebagaimana dimal<sud 
pada pasal 46 ayat 2 huruf d berupa: 
a. Tanah adat/ulayat yang sudah ada sebelum dikeluarkannya undang­ 

undang terkait pemanfaatan r'uang; dan 
b. Tanah bersertifikat yang tclah disahkan sebelum terbitnya Pcraturan 

Bupati ini. 
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(II Oioinsentif yang dikcnakan kepada mnsyarakat sebaga.imana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (1), berupa dislnsentir yang dlkenakan terhadap 
kegiatnn pemanfantan ruang yang meng.harnbe.t pengembangan 
kawasan pembangunan, tidak sejalan dengan peraturan wnasl dan 
tidak mendorong perkembangan Wilnyah Perenennaan Lebong Selatnn, 
ynitu dalam bentuk: 
a. sudah mendapatkan lzln aebelum ada peraturan zonaoi; 

I. pembangunan dapat dllrutjut.k1111; 
2. tidak diterbltkan lagi petizinannya; 
3. dicabutnya i%in eetelah 5 tahun; dan 
4. memberi g1111ti rug( kepada y1111g bersangkutan. 

b. belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan pemturan zonaei; 
I. pembenan denda; 
2. memperketat i.zin pembangunan; 
3. pembatasan penyediaan infrastruktur: dnn 
4. pengenaan kompensasi dan penalti. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata earn pengenann dioineentif diatur 
dcngan Peraturan Bupati. 

Pasal 49 



Oengan berlal<unya Pcraturan BupaU lnl, maka: 
a. izin pemanfaatan runng atau keeesuatan kegiatan pcmanfaatan ruang 

yang t.clah dikeluarkan tetnp berlnku aeauai dengnn m11sa berlakunya; 
b. pemanfaatan ruang di WP Lebong Selata.n yang dlaelengaNlkan tanpa 

lr.in pcmo.nfaat.on runng atau keoesualan kcglatan pcmanfaatan ruang 
dan bert.cntangan dengan ketentuan peraturan dacrah int, akan 
ditertlbkan den d!eeeuaJkan dengan Peraturan Bupatl lnl; dan 

c, lzin pemanfaalan ruang yana 1elah habla m111111 berlakunya dan akan 
diperpanjang, dltlndaklanjuti mclalul mekaniame penerbitan kesesualan 
kegiatan pernanfnatan ruang. 
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BABX 
KETENTUAN PERALIMAN 

{ II J9.ngka woktu Re.ncann Oetnll Wllayah Perencanaan Lebong selaian 
adalah 20 (dua puluhl tahun dan diUnjau KembaJI I (salul kall dalarn 
5 (llmal tahun. 

{21 Peninjnunn Kemball ROTR Wllnynh Percncanaan Lebong SelatAn 
scbe.galmana dlmakeud pada ayot (I) dnpat dllakukan leblh darf I 
(aatul kall de.lam periode ll (llmal tshun apa.bUa terjadl perubahan 
lingkungan strategfa berupa: 
a. bencana alam skaln besar yang dltctapk1111 dengan peratur1111 

perundang-und1111gan; 
b. perubahan bo.tae tcrritorll\l negam yang dltel8pkan dcngAn 

und1111g-undang; 
e, perubahnn bntas daerah yang dltetapkan dengan undang-undang; 

dan/atau 
d. perubahan kebijakan nasienal yang bereifal atralegf,. 

{31 Pcrubahan kcbijaknn nneionnl ynn.g boraifut atmtcgio acbagrumnnn 
dlmakeud pada a.yat (3) hurur d yang bcrirnpllkasl pada Peninjauan 
Kembali Peraturan BupaU tebong tentang RDTR WP Lebong Selatan 
dapat direkomcndasikan oleh Forum Penataan Ruang. 

(41 Rekomendnal Forum Penataan Ruang aebagalmana dimakaud pada 
ayat {41 diterbitkan berdaMrknn kritoria: 
a. penetapan kebljakan nasional yang berslrat straLegis dalam 

peraturan perundang-undangan; 
b. rencana pembangunan don pengembongan objek vitnl nasienal: 

dan/atau 
e, lokaslnya berbatasan dengon knbupatcn/kotA di eekitarnya, 

(SI Peraturan Bupati Lebong tcnlang RDTR WP Lebong Sciatan dapal 
dlrekomendasiknn oleh Porum Penataan Runng. 

{61 Peraturan Bupati Lebong tentang RDTR WP Lebon& Selntnn dilengkapi 
dcngan rencana dan album peta yang merupakan baginn yang tidak 
tcrpioahkan dwi Pernturnn Bupntl In!. 

BABIX 
KE:'l'ENTUAN LAIN-L.AIN 

Po.ool 51 
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PE!i\El\lll1'AII \\A0UP/\1EU lEBONG 
BAGIAN HUKUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 20 

DONNI SWABUANA 

~· 

Pj. SEKRETARJS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 11 Agustus 2025 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 11 Agustus 2025 

BUPATI LEBONG, 

Agar setiap orang mengetahulnya, mcmcrintahkan pcngundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dnlam Serita Oaerah 
Kabupaten Lebong 

Perat11ran Bupatl ini mulal bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
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BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 


